
272

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528X

Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

EKSISTENSI PARALEGAL DALAM MENGOPTIMALKAN 
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG 

BANTUAN HUKUM1

Oleh :
Gede Agung Wirawan Nusantara2

Abstract
The provision of legal aid is based on the principle of equality before the law. 
Access to legal aid is seen as a human right. One legal aid according to the Act 
No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is a paralegal, but the laws are not set on 
the definition and duties of paralegals in providing legal aid. This study examines 
two issues namely juridical legitimacy of paralegal in the national legal order 
and the authority of paralegals in providing legal aid to the poor. This research 
is a normative legal research that examine the vagueness of the norms regarding 
the provision of paralegal. Primary legal materials in the form of legislation, 
while secondary legal material in the form of books related to this issue. Legal 
materials collected through library research. Paralegal juridical legitimacy in 
the national legal order contained in Article 9 and Article 10 of the Act No. 16 
of 2011 on Legal Aid. Paralegal be one of relief. Paralegal only authorized to 
provide legal assistance to cases settled by non-litigation. Paralegals can also 
provide legal counseling and perform the preparation of the report.

Keywords: paralegal, legal aid, and the poor.

Abstrak
Pember�an bantuan hukum d�dasarkan pada pr�ns�p persamaan d� depan hukum. 
Akses bantuan hukum d�pandang sebaga� hak asas� manus�a. Bantuan hukum 
sesua� dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
merumuskan tentang peran paralegal, tap� undang-undang tersebut t�dak mengatur 
mengenai definisi dan tugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. 
Paralegal d�art�kan secara leg�t�mas� yur�d�s dalam tatanan hukum nas�onal yang 
tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum. Perumusan Undang-undang mempos�s�kan Paralegal 
hanya berwenang untuk member�kan bantuan hukum dalam proses kasus 
yang d�selesa�kan dengan metode non-l�t�gas� dan juga Paralegal juga dapat 
member�kan penyuluhan hukum dan melakukan pers�apan laporan. Penel�t�an 
�n� menguj� dua �su ya�tu leg�t�mas� yur�d�s dar� paralegal dalam tatanan hukum 

1 Art�kel �n� merupakan Karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana dan mengucapkan ter�makas�h kepada 
Prof. Dr. I Ketut Ra� Set�abud�, SH., MS. dan Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH. Selaku 
Pemb�mb�ng Tes�s.

2 Mahas�swa Mag�ster Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�., e-ma�l: nusantaragede@
yahoo.com
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nas�onal dan otor�tas paralegal dalam member�kan bantuan hukum kepada orang 
m�sk�n. Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an hukum normat�f yang menel�t� 
ket�dakjelasan norma-norma tentang pember�an bantuan hukum oleh paralegal. 
Bahan hukum pr�mer berupa undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder 
dalam bentuk buku yang terka�t dengan masalah �n�. Bahan hukum d�kumpulkan 
melalu� stud� kepustakaan. 

Kata kunc�: paralegal, bantuan hukum, dan masyarakat m�sk�n.

Indones�a Tahun 1945 (selanjutnya 
d�sebut UUD 1945) menegaskan 
bahwa Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a merupakan berlandaskan 
atas dasar hukum (recht staat), dengan 
kond�s� tersebut mengart�kan set�ap 
langkah negara dalam bers�kap harus 
menjunjung t�ngg� n�la� dasar hukum 
mengena� hak asas� masyarakatnya 
dengan utuh. Sebaga� negara yang 
menjunjung t�ngg� hak asas� warga 
negaranya maka pr�ns�p asas persamaan 
hukum (equality before the law) bag� 
seluruh masyarakat yang berhadapan 
dengan hukum sangat pent�ng agar 
t�dak terjad� kr�m�nal�sas� ataupun 
tebang p�l�h perkara bag� masyarakat 
dalam berproses hukum.

Salah satu �nd�kator 
kesejahteraan masyarakat dapat d�l�hat 
dar� tersed�a dan terjam�nnya akses 
untuk mendapatkan kead�lan bag� 
masyarakat yang sedang bermasalah 
dengan hukum, akan tetap� �nd�kator 
tersebut kenyataannya dalam 
keh�dupan masyarakat sul�t untuk 
d�penuh� oleh Negara. Perumpamaan 
per�bahasa tentang hukum cenderung 
tumpul ke atas dan tajam ke bawah tepat 
d�gunakan dengan kond�s� masyarakat 
saat �n�, masyarakat m�sk�n dan 
termaj�nalkan mas�h menjad� mayor�tas 

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a adalah Negara dengan 
jumlah penduduk 250.000.000 j�wa, 
seh�ngga termasuk dalam urutan 
keempat terbesar d� dun�a dengan 
ragam budaya dan mem�l�k� 1300 
suku. Dengan kond�s� tersebut, 
t�dak d� pungk�r� lag� bahwa Negara 
Kesatuan Republ�k Indones�a adalah 
Negara yang penuh dengan d�nam�ka 
permasalahan masyarakatnya, dar� 
permasalahan hukum, ekonom�, sos�al, 
budaya, s�p�l dan pol�t�knya. Jumlah 
warga negara yang beg�tu banyak 
dengan d�nam�ka permasalahan yang 
kompleks meng�syaratkan peran aspek 
eksekut�f, leg�slat�f dan yud�kat�f 
dapat bergandengan tangan dengan 
erat untuk dapat member�kan akses 
perl�ndungan hukum secara tepat dan 
ad�l bag� warga negaranya. 

Banyaknya permasalahan 
hukum yang d�hadap� masyarakat 
secara langsung juga menegaskan 
pent�ngnya peranan pemer�ntah untuk 
member�kan jam�nan perl�ndungan 
hukum bag� mereka yang berproses 
hukum. Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a berdasarkan Undang-
undang Dasar Negara Republ�k 
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kumpulan masyarakat yang kesul�tan 
untuk mendapatkan akses terhadap 
kead�lan, sedangkan masyarakat yang 
mempunya� kekuasaan, harta dan 
jabatan strateg�s 

Set�ap warga negara pada 
dasarnya berhak mendapatkan 
bantuan hukum. Secara konst�tus�onal 
d�nyatakan bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya d� dalam 
hukum... sebaga�mana yang d�atur 
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 
Bantuan hukum d�makna� sebaga� 
pembelaan yang d�ber�kan oleh 
seorang penasehat hukum sewaktu 
perkaranya d�per�ksa, yang d�mula� 
dar� pemer�ksaan pendahuluan atau 
dalam proses pemer�ksaan perkaranya 
d�muka pengad�lan.3 Bernard L. Tanya, 
Yoan N. S�manjuntak dan Markus 
Yage mengatakan bahwa jasa pelaku 
hukum yang kreat�f sangat d�butuhkan 
agar masyarakat dapat merasakan 
manfaatnya. Pelaku hukum tersebut 
d�harapkan dapat menerjemahkan 
hukum dalam fora kepent�ngan-
kepent�ngan sos�al yang memang 
harus merekalayan�nya. Dalam 
melayan� kepent�ngan sos�al tersebut 
maka muncullah �st�lah paralegal 
dalam member�kan bantuan hukum 
bag� masyarakat m�sk�n. 

Eks�stens� paralegal sangat 
d�butuhkan dalam member�kan 
bantuan hukum kepada masyarakat 
m�sk�n. Dalam Undang-undang 

3  Bernard L. Tanya, Yoan N. S�manjuntak, 
Markus Yage, 2010, Teori Hukum strategi 
Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 
Genta Publ�sh�ng,Yogyakarta, hlm. 213.

Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum d�nyatakan tentang 
keberadaan paralegal sebaga� 
pember� bantuan hukum, namun 
tidak dijelaskan mengenai definisi 
dan ruang l�ngkup kewenangan dar� 
paralegal dalam member�kan bantuan 
hukum bag� masyarakat m�sk�n. 
Oleh sebab �tu, sangat menar�k 
untuk membahas penel�t�an yang 
berjudul “Eks�stens� Paralegal Dalam 
Mengopt�malkan Pember�an Bantuan 
Hukum Berdasarkan Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum.”

1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan dalam penel�t�an 

mengena� eks�stens� paralegal dalam 
mengopt�malkan peran bantuan hukum 
bag� masyarakat m�sk�n adalah sebaga� 
ber�kut:
1. Baga�manakah leg�t�mas� yur�d�s 

paralegal dalam tatanan hukum 
nas�onal?

2. Baga�manakah batas kewenangan 
paralegal dalam member�kan 
bantuan hukum bag� masyarakat 
m�sk�n?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan umum dan tujuan khusus 

dalam penel�t�an �n� dapat d�ura�kan 
sebaga� ber�kut:
a. Tujuan Umum

Tujuan umum dar� penel�t�an 
�n� adalah untuk menganal�s�s dan 
menemukan eks�stens� paralegal dalam 
mengopt�malkan peran bantuan hukum 
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bag� masyarakat m�sk�n  berdasarkan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum.
b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dar� penel�t�an �n� 
adalah sebaga� ber�kut:
1) Untuk menganal�s�s leg�t�mas� 

yur�d�s paralegal dalam tatanan 
hukum nas�onal.

2) Untuk menganal�s�s batas 
kewenangan paralegal dalam 
member�kan bantuan hukum 
bag� masyarakat m�sk�n.

II METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian

Penel�t�an tentang eks�stens� 
paralegal dalam mengopt�malkan 
peran bantuan hukum bag� masyarakat 
m�sk�n berdasarkan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum adalah penel�t�an yur�d�s 
normat�f. S�fat penel�t�an normat�f 
d�lakukan dengan cara menel�t� bahan 
bahan hukum.4 Penel�t�an �n� mengkaj� 
mengena� kekaburan mengena� �st�lah 
paralegal yang d�ka�tkan dengan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum.

2.2 Jenis Pendekatan
Penel�t�an �n� d�lakukan dengan 

pendekatan perundang-undangan (the 
statute approach) yang menggunakan 
bahan hukum pr�mer yakn� KUHAP 
dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
4 Soekanto, Soerjono, & Mamudj�, Sr�, 

2009, Penelitian Hukum Normatif, 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-
13.

2011 tentang Bantuan Hukum serta 
peraturan perundang-undangan terka�t. 
Pendekatan la�n yang juga d�gunakan 
adalah konsep hukum (analitical and 
conseptual approach), yakn� dengan 
menggunakan konsep bantuan hukum 
dan paralegal.

2.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang d�gunakan 

dalam penel�t�an �n� terd�r� dar� bahan 
hukum pr�mer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum pr�mer berupa 
peraturan perundang-undangan yakn� 
KUHAP dan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. Bahan hukum sekunder yang 
d�gunakan adalah buku dan art�kel 
�lm�ah yang terka�t dengan b�dang 
hukum �n�.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Pengumpulan bahan hukum 

yang d�gunakan dalam penel�t�an 
�n� adalah melalu� tekn�k stud� 
kepustakaan. Dokumen dan l�teratur 
hukum d�kumpulkan dan d�rujuk 
sebaga� bahan dalam penel�t�an.

2.5 Teknis Analisis Bahan 
Hukum
Anal�s�s bahan hukum 

d�lakukan melalu� tekn�k kual�tat�f. 
Has�l pembahasan d�lakukan secara 
deskr�pt�f anal�t�s yang menjabarkan 
mengena� eks�stens� paralegal menurut 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum dalam 
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member�kan bantuan hukum bag� 
masyarakat yang t�dak mampu.

III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Legitimasi Yuridis Paralegal 

dalam Tatanan Hukum 
Nasional
Set�ap orang mem�l�k� hak 

untuk mendapatkan bantuan hukum 
(the rights of legal access). Jam�nan 
konst�tus�onal mengena� persamaan 
d�hadapan hukum d�atur sebaga� hak 
asas� manus�a. Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 d�nyatakan “Set�ap orang 
berhak atas pengakuan, jam�nan, 
perl�ndungan, dan kepast�an hukum 
yang ad�l serta perlakuan yang sama 
d�hadapan hukum.” Semua orang tanpa 
terkecual� berhak untuk mendapatkan 
bantuan hukum, mesk�pun mereka 
berasal dar� masyarakat m�sk�n yang 
t�dak mampu membayar jasa hukum. 
Jasa hukum d�ber�kan karena hak atas 
bantuan hukum menjad� hak asas� 
manus�a yang harus d�aku�, d�l�ndung� 
dan d�penuh�. 

Dalam 28 I ayat (2) UUD 1945 
d�sebutkan “Set�ap orang berhak 
bebas dar� perlakuan yang bers�fat 
d�skr�m�nat�f atas dasar apa pun dan 
berhak mendapatkan perl�ndungan 
terhadap perlakuan yang bers�fat 
d�skr�m�nat�f �tu.” Perl�ndungan dar� 
per�laku d�skr�m�nat�f �n� d�pertegas 
oleh pemer�ntah melalu� Undang-
undang Nomor 16 tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum, d�mana 
bantuan hukum sebaga� jasa hukum 
yang d�ber�kan secara cuma-cuma. 

Pember�an bantuan hukum �n� 
d�lakukan untuk menjam�n, kead�lan 
dan kepast�an hukum dalam sebuah 
proses hukum yang ad�l. Mengena� 
hal �n� Her� Tah�r berpendapat bahwa 
untuk mewujudkan proses hukum 
yang ad�l, maka unsur m�n�mal yang 
harus ada adalah or�entas� kepada 
kead�lan prosedural. Konst�tus� atau 
Undang-undang d�tempatkan sebaga� 
bas�s pelaksanaan dar� proses hukum 
yang ad�l. Kead�lan prosedural �n� 
member�kan keuntungan berupa 
terjam�nnya kepast�an hukum pada 
set�ap orang dan d�perlakukan sama.5

Bantuan hukum dapat d�ber�kan 
oleh paralegal. Paralegal bukanlah 
tergolong pada profes� advokat, karena 
paralegal send�r� bukanlah sarjana 
hukum tetap� dapat member�kan 
bantuan hukum setelah mendapatkan 
pelat�han dar� pember� bantuan hukum 
tempatnya bekerja. Paralegal harus 
mem�l�k� pengetahuan hukum dan 
keteramp�lan dasar d� b�dang hukum 
dan hak asas� manus�a. B�asanya 
paralegal mem�l�k� pengalaman d� 
b�dang lembaga swadaya masyarakat 
(non-governmental organization). 
Dalam tatanan hukum nas�onal 
memang belum ada pengaturan 
mengenai definisi dari paralegal. 

Dalam Undang-undang Nomor 
16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
memunculkan �st�lah paralegal sebaga� 
pember� bantuan hukum. Undang-
undang tersebut t�dak mengatur secara 
5  Her� Tah�r, 2010, Proses Hukum yang Adil 

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 
Laksbang, Yogyakarta, hlm. 24.
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tegas mengenai definisi dari paralegal. 
Dalam 9 a Pasal Undang-undang 
Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum d�nyatakan bahwa “Pember� 
Bantuan Hukum berhak melakukan 
rekrutmen terhadap advokat, 
paralegal...” Selanjutnya dalam Pasal 
10 d�atur mengena� kewaj�ban dar� 
Pember� Bantuan Hukum untuk 
menyelenggarakan pend�d�kan dan 
pelat�han Bantuan Hukum bag� 
paralegal yang telah d�rekrut oleh 
pember� bantuan hukum. Ketentuan-
ketentuan tersebut menjad� dasar 
leg�t�mas� yur�d�s terhadap keberadaan 
paralegal sebaga� pember� bantuan 
hukum. 

Leg�t�mas� yur�d�s terhadap 
paralegal dalam member�kan bantuan 
hukum sangat d�perlukan mengena� 
konsep negara hukum yang d�anut oleh 
Indones�a. Negara hukum member�kan 
makna d�mana negara dalam 
penyelenggaraan pemer�ntahannya 
d�dasarkan pr�ns�p-pr�ns�p hukum. 
Pr�ns�p-pr�ns�p hukum tersebut 
bertujuan untuk membatas� kekuasaan 
pemer�ntahan.6 Dengan dem�k�an, 
set�ap orang yang menjalankan atau 
member�kan bantuan hukum kepada 
masyarakat harus mem�l�k� kewenangan 
yang jelas dan berdasarkan hukum. 

6 I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi 
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 
Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 
hlm. 158.

3.2 Batas Kewenangan Paralegal 
Dalam Memberikan Bantuan 
Hukum Bagi Masyarakat 
Miskin
Bantuan hukum bag� masyarakat 

m�sk�n sangat d�perlukan meng�ngat 
masyarakat m�sk�n b�asanya menjad� 
kelompok yang termarg�nal. Latar 
belakang pend�d�kan mereka yang 
kurang akan menyebabkan rendahnya 
pengetahuan mereka akan akses 
kead�lan. Sementara �tu esens� dar� 
hukum adalah member�kan kead�lan, 
kemanfaatan dan kepast�an hukum 
sebaga�mana yang d�ajarkan oleh 
Radburch. Dalam prakt�k hukum 
d�perlukan penggunaan asas pr�or�tas  
dalam menentukan tujuan hukum 
�tu, d�mana pr�or�tas pertama adalah 
kead�lan, kedua adalah kemanfaatan 
dan yang terakh�r adalah barulah 
kepast�an hukum.7 Hukum harus 
d�berlakukan secara ad�l untuk 
menjam�n hak asas� warga negara 
untuk mendapatkan bantuan hukum. 

D�skursus tentang HAM 
dalam ka�tannya dengan s�stem 
perad�lan p�dana dan adm�n�stras� 
perad�lan p�dana, t�dak akan lepas 
dar� pemb�caraan tentang korelas� 
antara supremas� hukum, HAM, dan 
demokras�. Kual�tas perl�ndungan 
dan promos� tentang HAM maupun 
supremas� hukum d� suatu negara, 
merupakan dua dar� sek�an banyak 

7  Achmad Al�, 2009, Menguak Teori Hukum 
(Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi 
Undang-undang (Legisprudence),Kencana 
Prenada Med�a Group, Jakarta, hlm 288.
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“indices of democracy”. Hal �n� 
merupakan �nd�kator ada atau t�daknya 
demokras� d� suatu negara.8 Secara 
umum, hukum hanya mengatur 
kepent�ngan-kepent�ngan para warga 
masyarakat yang bers�fat lah�r�ah.9

Dalam mengatur kepent�ngan 
hukum tersebut, maka negara 
seharusnya mengatur pula tentang 
kewenangan dalam pember�an bantuan 
hukum bag� masyarakat m�sk�n. 
Pengaturan tersebut merupakan salah 
satu model keb�jakan hukum p�dana 
pada tahap keb�jakan yud�kat�f/ 
apl�kat�f (penegakan hukum p�dana in 
concreto). Keb�jakan tersebut harus 
memperhat�kan dan mengarah pada 
pencapa�an tujuan dar� keb�jakan 
sos�al, berupa ‘social welfare’ dan 
‘‘social defence’.10 Pember�an bantuan 
hukum bag� masyarakat m�sk�n dapat 
d�lakukan oleh paralegal. 

Dalam undang-undang Nomor 
16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
t�dak d�atur mengena� kewenangan 
dar� paralegal. Undang-undang 
tersebut hanya mengatur mengena� 
ruang l�ngkup bantuan hukum yakn� 
untuk menyelesa�kan masalah hukum 

8  Mulad�, HAM dalam Perspket�f S�stem 
Perad�lan P�dana, dalam Mulad� (ed.), 
2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep 
dan Implikasinya Dalam Perspektif  dan 
Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, hlm. 
100.

9 Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-pokok 
Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta,hlm. 144-145. 

10  Barda Nawaw� Ar�ef,2008, Masalah 
Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 
Kencana Prenada Med�a Group, Jakarta, hlm. 
77.

d� b�dang keperdataan, p�dana, dan tata 
usaha negara ba�k yang d�selesa�kan 
melalu� jalur l�t�gas� maupun jalur 
nonl�t�gas�. Bantuan hukum yang 
d�lakukan dapat berupa mewak�l�, 
mendamp�ng�, menjalankan kuasa, 
member�kan pembelaan, dan/atau 
melakukan t�ndakan hukum la�n untuk 
kepent�ngan hukum Pener�ma Bantuan 
Hukum. 

Pendamp�ngan pener�ma ban-
tuan hukum pada s�dang pengad�lan 
sesua� dengan Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, hanya dapat d�lakukan oleh 
profes� advokat. Dengan dem�k�an, 
pember�an bantuan hukum ket�ka 
sudah dalam proses s�dang pengad�lan 
t�dak dapat d�lakukan oleh paralegal. 
Paralegal hanya dapat member�kan 
bantuan hukum apab�la penyelesa�an 
masalah hukum tersebut d�selesa�kan 
secara non l�t�gas� atau penyelesa�an 
perkara d� luar pengad�lan. Eks�stens� 
paralegal dalam member�kan bantuan 
hukum d� Indones�a dapat d�l�hat 
sebaga� med�ator dalam penyelesa�an 
hubungan �ndustr�al, pendamp�ngan 
dalam penyelesa�an kasus KDRT, dan 
sebaga�nya. Merujuk pada ketentuan 
mengena� pember� bantuan hukum, 
maka paralegal juga dapat member�kan 
penyuluhan hukum dan melakukan 
penyusunan laporan mengena� bantuan 
hukum yang d�ber�kan. 

Paralegal mem�l�k� peranan 
dalam s�stem perad�lan p�dana. 
S�stem perad�lan p�dana menurut 
Mardjono Reksod�poetra merupakan 
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s�stem pengendal�an kejahatan. 
Bekerjanya perad�lan p�dana 
d�lakukan oleh lembaga-lembaga 
kepol�s�an, kejaksaan, pengad�lan dan 
pemasyarakatan terp�dana.11 Paralegal 
akan membantu masyarakat m�sk�n 
untuk menghadap� masalah hukum 
yang d�per�ksa sepanjang t�dak beracara 
pada s�dang pengad�lan. Hak dan 
kewaj�ban bag� pember� dan pener�ma 
bantuan hukum harus d�laksanakan 
secara se�mbang. Pemenuhan 
kewaj�ban dan hak secara se�mbang 
�n� menyenangkan, membahag�akan, 
menentramkan dan memuaskan p�hak-
p�hak. In�lah sebenarnya hak�kat 
tujuan h�dup yang hendak d�capa� oleh 
manus�a dalam h�dup bermasyarakat.12 
Hak dan kewaj�ban pember� dan 
pener�ma bantuan hukum d�atur dalam 
Pasal 9 sampa� Pasal 13 Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum.

IV PENUTUP
4.1 Simpulan
a) Leg�t�mas� yur�d�s paralegal 

dalam tatanan hukum nas�onal 
terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 
10 Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. Paralegal menjad� 
salah satu dar� pember� bantuan 
hukum sela�n advokat, dosen, 

11 Yesm�l Anwar dan Adang, 2009, Sistem 
Peradilan Pidana Konsep Komponen & 
Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di 
Indonesia, W�dya Padjajaran, Bandung, hlm. 
35.

12  Abdulkad�r Muhammad, 2006, Etika Profesi 
Hukum, C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 8.

dan mahas�swa fakultas hukum. 
Dalam peraturan perundang-
undangan t�dak d�atur mengena� 
definisi paralegal.

b) Batas kewenangan paralegal 
dalam member�kan bantuan 
hukum bag� masyarakat m�sk�n 
adalah menjalankan kuasa, 
mewak�l�, mendamp�ng�, dan 
melakukan t�ndakan hukum la�n 
terhadap permasalahan hukum 
yang d�selesa�kan secara non 
l�t�gas�. Paralegal juga dapat 
member�kan penyuluhan hukum 
dan melakukan penyusunan 
laporan. 

4.2 Saran
a) Pembuat undang-undang hen-

daknya merumuskan menge-
nai definisi dan kewenangan 
mas�ng-mas�ng person�l dalam 
member�kan bantuan hukum bag� 
masyarakat m�sk�n, khususnya 
mengena� fungs� paralegal dalam 
pember�an bantuan hukum �tu 
send�r�.

b) Pember� bantuan hukum 
hendaknya member�kan pend�-
d�kan dan pelat�han yang terus-
menerus kepada paralegal agar 
dapat member�kan bantuan 
hukum secara opt�mal.
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